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PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX BIN XXX,  Tempat dan tanggal.  Lahir Sleman,  6 April  1983,  NIK  XXX,

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada xxx dengan kawan Adalah Advokat

dan  Konsultan  Hukum  yang  berkantor  di  Kantor  Hukum xxx

dengan alamat  xxx,  Kabupaten  Bantul,  D.I.  Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 7/231/KEP/2023/PA YK

tanggal 12 Juli 2023 sebagai Pemohon;

melawan

XXX,  Tempat  dan  tanggal Lahir,  Yogyakarta,  03 Mei 1989,  agama  Islam,

pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  XXX,  Kota

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan  surat  permohonannya  tanggal  10  Juli  2023

telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal

12 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon menikah  pada  hari,  AHAD,  17

September 2006 secara agama Islam dan sah berdasarkan Kutipan Akta

Nikah Nomor :  XXX, sebagaimana  tercatat pada Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  XXX,  Kota  Yogyakarta,  Provinsi  Daerah  Istimewa

Yogyakarta;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat

tinggal  bersama  di  kediaman  rumah  Orangtua  dari  Pemohon  yang

beralamat di  XXX, Sleman, DIY.;

3. Bahwa  pada  awal  masa  perkawinan,  kehidupan  rumah  tangga

antara  Pemohon dengan  Termohon berjalan dengan harmonis, rukun dan

damai, Pemohon dengan Termohon walaupun ada perselisihan selalu bisa

diselesaikan  dengan  baik  sebagaimana  rumah  tangga  suami  pada

umumnya;

4. Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut,  antara  Pemohon  dengan

Termohon  telah  melakukan  hubungan  suami  isteri  (Bada  Dukhul) dan

dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : 

1. XXX,  Perempuan  lahir  di  Sleman  pada  tanggal  24  Mei  2007

berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : XXX 

5. Bahwa beberapa tahun kemudian mulai tidak harmonis dan sering

terjadi perselisihan dan percekcokan yang tidak dapat diselesaikan dengan

baik, yang menyebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah

karena  sering  yang  menunjukan  sifat  Termohon  yang  egois,  susah

dinasehati, kasar, dan tidak merasa bersalah;

6. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan  antara  pihak  Pemohon  dan  Termohon  selalu  berbeda

pendapat, contohnya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga,

antara  Pemohon  dan  Termohon  selalu  bersikeras  mempertahankan

pendapat  masing – masing.  Apabila  Pemohon memberikan nasihat  atau

larangan  terhadap  suatu  hal,  Termohon  selalu  bersikap  melawan  dan

emosional  yang  berujung  pada  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon. Sedang esok harinya sudah dianggap biasa saja tidak pernah

terucap  kata  maaf  atau  membahasnya  lagi.  Kebiasaan  tersebut  sudah
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berjalan  sejak  awal  nikah  sampai  dengan  saat  ini,  sehingga  semua

permasalahan menumpuk dan tidak ada ujung penyelesaiannya;

7. Bahwa Termohon  diketahui  sering  bepergian  tanpa  Pamit  kepada

Pemohon  dan  apabila  dinasehati  oleh  Pemohon  selalu  tidak  menerima

bahkan  melawan  kepada  Pemohon,  selain  itu  Termohon  selalu

menceritakan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

kepada  teman  dan  saudara  bahkan  hingga  anak-anak  antara  yang

seharusnya  itu  menjadi  rahasia  dalam  rumah  tangga  yang  seharusnya

dapat diselesaikan sendiri  oleh Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan  antara  pihak  Pemohon  dan  Termohon  selalu  berbeda

pendapat,  contohnya  Termohon  selalu  mempermasalahkan  mengenai

masalah ekonomi  yang mana Termohon selalu  merasa kurang atas apa

yang telah diberikan oleh Pemohon, masalah tersebut sudah berjalan sejak

awal nikah hingga saat ini akhirnya semua permasalahan memuncak dan

tidak ada ujung penyelesaiannya;

9. Bahwa Termohon kerap kali memiliki hutang tanpa sepengetahuan

Pemohon di  warung-warung  tetangga kemudian dilunasi  oleh  Pemohon,

kemudian Termohon tanpa izin meminjam uang di Bank yang mana hampir

menyebabkan Tanah yang dijaminkan disita oleh Bank, uang hasil pinjam

dari  bank  tersebut  tidak  jelas  peruntukannya  oleh  Termohon  untuk  apa

karena Pemohon melihat tidak ada bekasnya atas pinjaman uang dari Bank

tersebut;  

10. Bahwa  semakin   lama  perselisihan  antara  Pemohon  dengan

Termohon  mulai  semakin  memuncak  pada  tahun  2018,  pada  peristiwa

tersebut  Pemohon dengan Termohon selalu  meributkan perihal  masalah

rumah tangga, kemudian hal itu semakin nampak jelas menunjukan sikap

kasarnya  yang  jelas  sifat  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  Pemohon

kehilangan kehormatannya sebagai kepala rumah tangga;

11. Bahwa  sejak  peristiwa  pertengkaran  diatas  tersebut  yang

seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, tetapi kemudian Termohon
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melakukan  tindakan  yaitu pergi  dari  rumah  beserta  anak  tanpa  seizin

maupun sepengetahuan Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sifat Termohon

namun Termohon tidak pernah memperbaiki sifat egois dan kasar. Dengan

kata  lain  Termohon  sudah  tidak  patuh  kepada  Pemohon.  Sehingga

Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah

tangga Bersama Termohon. sampai dengan dibuatnya surat permohonan

cerai  talak ini  Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama atau pisah

ranjang hampir selama 6 (enam) tahun lamanya;

13. Bahwa dengan kondisi  rumah tangga Pemohon dengan Termohon

yang tidak kunjung harmonis,  maka Pemohon tidak  memiliki  pilihan lain

selain untuk mengakhiri rumah tangga karena lebih banyak mudharat atau

hal-hal merugikan daripada maslahat atau manfaatnya;

14. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud

dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

15. Bahwa atas  dasar uraian  dalil-dalil  diatas,  permohonan  Pemohon

telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  tercantum  dalam

Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 [f]  jo. Kompilasi

Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : “Perceraian dapat terjadi karena

alasan  atau  alasan-alasan  :  [f]  antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  lagi  hidup  rukun

dalam rumah tangga” dan merujuk pada pertimbangan Putusan Mahkamah

Agung  No.  105  K/Sip/1968  tanggal  12  Juni  1968  menyatakan  bahwa:

“Bukan  semata-mata  tak  ada  persesuaian  paham  antara  suami  isteri,

melainkan  perselisihan  paham  dan  ketidakcocokan  sedemikian  rupa

sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi

dipertanggungjawabkan  untuk  dilanjutkan,  karena  sudah  tak  ada

kerukunan”.  Oleh  karena  itu  sudah  sepatutnya  Pengadilan  Agama Kota
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Yogyakarta  dapat  menerima  Permohonan  dari  Pemohon ini  untuk

seluruhnya, serta mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan

dan  bersedia  permohonan  cerai  talak  yang  diajukan  oleh  Pemohon  ini

dikabulkan; 

16. Bahwa  Pemohon meyakini,  perceraian  adalah  satu-satunya  jalan

terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon

serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Jadi perceraian ini

adalah satu-satunya pilihan solusi untuk menghindarkan diri dari kesulitan-

kesulitan yang lebih besar.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili  perkara ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (XXX)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah

datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.YK yang

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  kelengkapan  Kuasa  para

Pemohon ternyata telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan

identitas  kuasa  yang  masih  berlaku  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-

undangan yang berlaku;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  melalui  kuasanya,

agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap

pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap  permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat

didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  XXX  Kota

Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor Kutipan Akta Nikah No:

XXX Tanggal 11 Mei 2023, bukti  surat tersebut telah diberi  meterai

cukup,  dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon

(XXX),  Nomor  XXX,  tanggal  10  Mei  2023,  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  kemudian  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Pemohon  (XXX),

Nomor  XXX, tanggal 06 - 03 - 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  dinazegelen  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  kemudian  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1.  Saksi I, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 1 Agustus 1960, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  xxx,
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Kabupaten Sleman DIY., di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak

kandunge Pemohon; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  adalah

pasangan suami istri;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXX;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah

dikaruniai seorang anak perempuan;

 Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan

Termohon  rukun  harmonis  layaknya  suami  isteri,  namun  sejak

tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon dan  Termohon;  

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Pemohon dan  Termohon  karena,  Termohon

sering pergi tanpa izin dengan Pemohon, selalu merasa kurang apa

yang  diberikan  oleh  Pemohon,  tidak  tahu  mengelola  keuangan

rumah tangga,  bahkan Termohon sering behutang; 

 Bahwa  Pemohon  sering  menasihati  Termohon  agar  merubah

sifatnya namun Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah  rumah  kediaman  bersama  sejak  2018  sampai  dengan

sekarang; 

 Bahwa,  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;  

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 20 Mei 1969, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Purwokerto
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Jawa Tengah,  di  bawah sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

 Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  sebagai

Teman Pemohon; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  adalah

pasangan suami istri;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

di di XXX, Cangkringan di rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak  tahun  2016  yang  mengakibatkan  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama

sejak 2018. sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara

Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena,  Termohon  sering

pergi tanpa izin dengan Pemohon, selalu merasa kurang apa yang

diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon sering behutang; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  pada  permohonan  dan  mohon  putusan  yang  mengabulkan  tuntutan

Pemohon; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimban, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Kuasa

Pemohon I  dan Pemohon II  ternyata  telah  melampirkan surat  kuasa,  berita

acara  sumpah  dan  identitas  kuasa  yang  masih  berlaku  sesuai  dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  maksud  dari  surat  permohonan  Pemohon  dapat

disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini  adalah permohonan izin  untuk

bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi

absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Yogyakarta

yang  berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

ini;

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka

Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  putusan  atas  perkara  ini  dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun  1974,  jo.  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, jo.  Pasal  115 Kompilasi  Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali

persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk

bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan

tetapi tidak berhasil;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka  sesuai
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Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan  Pasal  68  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  pada  pokoknya  Pemohon

mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak  tahun  2016

sudah tidak  rukun  dan  harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan karena Termohon egois,  Termohon sering pergi tanpa izin dengan

Pemohon,  Termohon  selalu  menceritakan  masalah  rahasia  Rumah  Tangga

kepada Teman dan saudara dan anak-anak, selalu merasa kurang apa yang

diberikan  oleh  Pemohon,   bahkan  Termohon  sering  behutang yang

mengakibatkan  sejak  2018   Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah

kediaman bersama sampai dengan sekarang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis  membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat  bukti  surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga

sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat (volledig en bindende bewijskracht);
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 September 2006; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon  dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  dan  P3,  merupakan  akta  otentik,  telah

bermeterai cukup,  bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan

Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en

bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah ternyata terbukti

bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;  

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat

Pemohon  dan  atau  Termohon  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

sudah  dewasa  serta  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  saksi  Pemohon  bersesuaian  dan

cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  mengenai  hubungan  Pemohon  dan

Termohon serta  mengenai  keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan

dalil  yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
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171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  telah

memberikan  keterangan  yang  menjelaskan  sejak  Tahun  2016 rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena termohon

egois,   kasar,  Termohon  sering  pergi  tanpa  izin  dengan  Pemohon,  selalu

merasa kurang apa yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon sering

behutang yang mengakibatkan sejak 2018 Pemohon dan Termohon berpisah

rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara  Pemohon

dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk

merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohonan Pemohon yang

kemudian  telah  dibuktikan  oleh  Pemohon  berdasarkan  bukti  –  bukti  yang

diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta

persidangan sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

sah;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa awalnya rumah tangga  Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;

  Bahwa sejak Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

sering  pergi  tanpa  izin  dengan  Pemohon,  selalu  merasa  kurang  apa

yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon sering behutang;

  Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak

2018. sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada

komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-

masing sebagaimana layaknya suami isteri;
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  Bahwa,  Majelis  Hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak

keluarga  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon dan  Termohon  untuk

rukun kembali membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan

tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut,

mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  yang  sudah  demikian  adanya  jelas

tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik

dan  rukun  sebagaimana  layaknya  pasangan  suami  istri  karena  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon

pisah  rumah  dan  telah  ada  upaya  mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon

namun  tidak  berhasil,  selanjutnya  apabila  kondisi  rumah  tangga  seperti  ini

dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil  akan memunculkan  kemadlaratan yang

lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  diatas  Majelis  Hakim

berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak

harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki  dalam Al-Qur'an  Surat  Ar-Rum ayat  21  dan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil

alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut 

المصـــــالح       جلب على مقدم المفــــــاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mendapatkan

kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :
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 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan  Mahakamah

Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997  yang  abstraksi

hukumnya  menyatakan  “  Apabila  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan  terjadi

pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan

cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975.  Selanjutnya  kaidah  hukum  dari  Yurisprudensi  Putusan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  38/K/AG/  1990  tanggal  5  Oktober  1991

mengandung  abstraksi  hukum  “  Kalau  Judex  Facti  berpendapat  alasan

perceraian menurut pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu

sendiri  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  salah  dalam  hal  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rumusan  hasil  rapat  pleno  Kamar

Peradilan  Agama  pada  tanggal  19  s/d  20  Desember  2013,  sebagaimana

tercantum  pada  SEMA No  04  Tahun  2014  tanggal  28  Maret  2014  yang

menyatakan  bahwa indikator  rumah tangga  sudah  pecah  (broken  marriage)

antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil

- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan

kewajiban sebagai suami istri;

- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di

atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

pecah (broken  marriage)  dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan
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dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;  

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  cerai  talak  yang

diajukan  oleh  Pemohon  sebagai  suami,  oleh  karenanya  perceraian  tersebut

terhitung pada saat suami  mengikrarkan talaknya di  depan sidang Pengadilan

Agama  sebagaimana  maksud  Pasal  123  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan

demikian Majelis Hakim  akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan

ikrar talak  di depan  sidang  Pengadilan  Agama Yogyakarta dan  pada  waktu

yang  akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal

ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut u

ntuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (XXX)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Yogyakarta;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  23  Muharram  1445  Hijriyah,  oleh  kami  Dra.Hj.Husniwati
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sebagai Ketua Majelis,  Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. dan Dra. Marfu'ah,

M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Dra.Hj.Husniwati

Hakim Anggota

Dra. Marfu'ah, M.H.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

b. Panggilan Pertama P : Rp.  

10.000,00

c. Panggilan Pertama T : Rp.  

10.000,00

d. Redaksi : Rp.  10.000,00

e. Pemberitahuan Putusan : Rp.     

10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp.    140.000,00

4. Meterai : Rp.  10.000,00
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5. Pemberitahuan Putusan : Rp.     

70.000,00

   J u m l a h             : Rp.   365.000,00

            (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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